CASCADING BAPPEDA KABUPATEN KEPAHIANG

TAHUN 2023

MISI 2 : Meningkatkan efektifitas daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi memulai pengembangan kapasitas birokrasi yang profesional dan akuntabel, percepatan layanan publik, peningkatan kualitas demokrasi dan penegakan supremasi hukum

TUJUAN SASARAN INDIKATOR INDIKATOR
NO KABUPATEN KABUPATEN TUJUAN OPD TUIUAN SASARAN OPD SASARAN TARGET PROGRAM INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN
1 |Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Nilai SAKIP Meningkatnya a. Nilai komponen 21 Program perencanaan, | Tingkat keselarasan sasaran Penyusunan perencanaan dan Jumlah dokumen perencanaan Koordinasi penyusunan dan Jumlah dokumen perencanaan
kualitas dan tata akuntabilitas kualitas tata kelola pemerintah daerah kualitas perencanaan |perencanaan strategis pengendalian dan RPJMD dengan sasaran prioritas ~ |pendanaan pembangunan kabupaten yang penetapan dokumen perencanaan  |pembangunan daerah
kelola pemerintahan | penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan evaluasi daerah RKPD ditetapkan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan
pemerintahan rangka pencapaian pembangunan Tingkat keselarasan pokok pikiran kabupaten/kota (RPJPD/RPJMD/RKPD)
pemerintah yang baik yang diakomodir dalam RKPD
dan bersih dengan prioritas daerah
Tingkat keselarasan musrenbang Jumlah berita acara musrenbang | Pelaksanaan musrenbang Jumlah berita acara musrenbang
yang diakomodir dalam RKPD kabupaten kabupaten/kota kabupaten/kota
dengan prioritas daerah
Program koordinasi Koordinasi perencanaan bidang [ Tingkat ketersediaan dokumen Koordinasi penyusunan dokumen |Jumlah dokumen perencanaan
dan sinkronisasi pemerintahan dan pembangunan | perencanaan tahunan perencanaan pembangunan daerah |pembangunan daerah bidang
perencanaan manusia pembangunan bidang bidang pemerintahan (RPJPD, pemerintahan yang dikoordinir
pembangunan daerah pemerintahan RPJMD dan RKPD) penyusunannya (RPJPD, RPIMD
. dan RKPD)
Tingkat keselarasan sasaran - - —
- Tingkat ketersediaan dokumen Koordinasi penyusunan dokumen |Jumlah dokumen perencanaan
prioritas daerah RKPD dengan 3
sasaran perangkat daerah pada perencanaan tahunan perencanaan pembangunan dgerah pembangunan daerah_bldang
renja bidang pemerintahan dan pemharjgunan Pembangunan bidang pembangunan manusia p‘emban‘gu‘nan manusia yang
pembangunan manusia Manusia (RPJPD, RPIMD dan RKPD) dikoordinir penyusunannya
(RPJPD, RPIMD dan RKPD)
Jumlah laporan hasil sinkronisasi  |Koordinasi pelaksanaan sinergitas |Jumlah laporan hasil sinkronisasi
renstra/renja dengan dan harmonisasi perencanaan renstra/renja dengan
RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan daerah bidang RKPD/RPJMD pada bidang
pembangunan manusia pembangunan manusia pembangunan manusia
Koordinasi perencanaan bidang Tingkat ketersediaan dokumen Koordinasi penyusunan dokumen [Jumlah dokumen perencanaan
perekonomian dan SDA (Sumber  [perencanaan tahunan perencanaan pembangunan daerah |pembangunan daerah bidang
Daya Alam) pembangunan bidang ekonomi bidang perekonomian (RPJPD, perekonomian yang dikoordinir
RPJMD dan RKPD) penyusunannya (RPJPD, RPIMD
. dan RKPD)
Tingkat keselarasan sasaran - - —
prioritas daerah RKPD dengan Tingkat ketersediaan dokumen Koordinasi penyusunan dokumen  [Jumlah dokumen perencanaan
sasaran perangkat daerah pada perencanaan tah_unan perencanaan pembangunan daerah pembanguna_n daergh_ bidang
renja bidang perekonomian dan pembangunan bidang SDA gl(ie;ng)SDA (RPJPD, RPIMD dan [SDA yang dlkot};ﬁggD D
penyusunannya ,
Sumber Daya Alam (SDA) dan RKPD)
Jumlah laporan hasil sinkronisasi |Koordinasi pelaksanaan sinergitas |Jumlah laporan hasil sinkronisasi
renstra/renja dengan dan harmonisasi perencanaan renstra/renja dengan
RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan daerah bidang RKPD/RPJMD pada bidang
perekonomian perekonomian perekonomian
Koordinasi perencanaan bidang [ Tingkat ketersediaan dokumen Koordinasi penyusunan dokumen |Jumlah dokumen perencanaan
infrastruktur dan kewilayahan perencanaan tahunan perencanaan pembangunan daerah |pembangunan daerah bidang
(Sumber Daya Alam) pembangunan bidang infrastruktur |bidang infrastruktur (RPJPD, infrastruktur yang dikoordinir
RPJMD dan RKPD) penyusunannya (RPJPD, RPIMD
. dan RKPD)
Tingkat keselarasan sasaran - n —
- Tingkat ketersediaan dokumen Koordinasi penyusunan dokumen | Jumlah dokumen perencanaan
prioritas daerah RKPD dengan 3
sasaran perangkat daerah pada perencanaan tah_unan _ perencanaan pembangunan daerah pempangunan daera_h b|dar_1q
renja bidang infrastruktur dan pembangunan bidang kewilayahan |bidang kewilayahan (RPJPD, kewilayahan yang dikoordinir
Kewilayahan RPJMD dan RKPD) penyusunannya (RPJPD, RPIMD
dan RKPD)
Jumlah laporan hasil sinkronisasi  |Koordinasi pelaksanaan sinergitas |Jumlah laporan hasil sinkronisasi
renstra/renja dengan dan harmonisasi perencanaan renstra/renja dengan
RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan daerah bidang RKPD/RPJMD pada bidang
infrastruktur infrastruktur infrastruktur
b. Nilai komponen 18 Program perencanaan, |Prosentase capaian kinerja OPD  |Pengendalian evaluasi dan Jumlah laporan hasil evaluasi Monitoring, evaluasi dan Jumlah laporan hasil evaluasi

pengukuran kinerja

pengendalian dan
evaluasi
pembangunan

per triwulan terhadap capaian
program perangkat daerah

pelaporan bidang perencanaan
pembangunan daerah

kinerja pembangunan daerah

penyusunan laporan berkala
pelaksanaan pembangunan daerah

kinerja pembangunan daerah




TUJUAN SASARAN INDIKATOR INDIKATOR
NO KABUPATEN KABUPATEN TUJUAN OPD TUJUAN SASARAN OPD SASARAN TARGET PROGRAM INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN
2 Meningkatnya indeks |a. Nilai indeks inovasi 50 Program penelitian Persentase perangkat daerah yang |Penelitian dan pengembangan Jumlah laporan pembentukan Fasilitasi, pelaksanaan dan Jumlah laporan hasil pelaksanaan

inovasi daerah

daerah

dan pengembangan
daerah

melaporkan inovasi daerah

bidang penyelenggaraan
pemerintahana dan pengkajian
peraturan

BRIDA di Kabupaten Kepahiang

evaluasi penelitian dan
pengembangan bidang
kelembagaan dan ketatalaksanaan

fasilitasi, pelaksanaan dan
evaluasi penelitian dan
pengembangan bidang
kelembagaan dan ketatalaksanaan

Jumlah laporan satu data indonesia

Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan data dan pengkajian
peraturan

Jumlah laporan hasil pelaksanaan
fasilitasi dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan data dan
pengkajian peraturan

Pengembangan inovasi dan
teknologi

Jumlah laporan pelaksanaan
inovasi daerah dan daya saing
daerah

Diseminasi jenis, prosedur dan
metode penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang bersifat
inovatif

Jumlah laporan hasil pelaksanaan
diseminasi jenis, prosedur dan
metode penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang
bersifat inovatif






